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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia mengakui keberadaan Tanggung Jawab penuh terhadap 

seluruh rakyat Indonesia sebagai amanah Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 

sebagaimana pasal 28I ayat (4) UUD 1945 mengatakan, bahwa “perlindungan, 

pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah Tanggung Jawab 

negara, terutama pemerintah”. Tanggung Jawab, adalah: “keadaan wajib 

menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, 

dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)”.1 Tanggung Jawab menurut para 

ahli, di antaranya:2 

a. Schiller & Bryan (2002). Tanggung Jawab, adalah “perilaku yang 

menentukan bagaimana bereaksi terhadap situasi setiap hari, yang 

memerlukan beberapa jenis keputusan yang bersifat moral”. 

b. Britnes (dalam Mardiyah & Setiawati, 2014). Tanggung Jawab, adalah 

“tidak boleh mengelak, bila diminta penjelasan tentang perbuatannya”. 

“Bertanggung jawab berarti dapat diminta penjelasan tentang tingkah 

lakunya dan bukan saja bisa menjawab melainkan juga harus menjawab”. 

c. Abu dan Munawar (2007). Tanggung Jawab, adalah “perbedaan antara 

benar dan salah, yang boleh dan yang dilarang, yang dianjurkan dan yang 

dicegah, yang baik dan yang buruk, dan sadar bahwa harus menjauhi 

segala yang bersifat negatif dan mencoba membina diri untuk selalu 

menggunakan hal-hal yang positif”. 

d. Wiyoto (2001). Tanggung Jawab, adalah “kemampuan untuk membuat 

keputusan yang pantas dan efektif”. 

e. Mudjiono (2012). Tanggung Jawab, adalah “sikap yang berkaitan dengan 

janji atau tuntutan terhadap hak, tugas, kewajiban sesuai dengan aturan, 

nilai, norma, adat-istiadat yang dianut warga masyarakat”. 

f. Burhanudin (2000). Tanggung Jawab, adalah “kesanggupan untuk 

menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan yang diemban dan 

kesanggupan untuk memikul resiko dari sesuatu perbuatan yang 

dilakukan”. 

 
1 https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab di akses pada tanggal 28 November 2023 pukul 20.17 

WIB. 
2 Husnul Abdi, Liputan6, https://www.liputan6.com/hot/read/4874533/pengertian-tanggung-

jawab-menurut-para-ahli-aspek-dan-ciri-cirinya-pada-seseorang?page=5 diakses pada tanggal 28 

November 2023 pukul 21.50 WIB. 

https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab
https://www.liputan6.com/hot/read/4874533/pengertian-tanggung-jawab-menurut-para-ahli-aspek-dan-ciri-cirinya-pada-seseorang?page=5
https://www.liputan6.com/hot/read/4874533/pengertian-tanggung-jawab-menurut-para-ahli-aspek-dan-ciri-cirinya-pada-seseorang?page=5
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         Penulis berpendapat, bahwa “Tanggung Jawab akan menimbulkan keadilan 

bagi yang merasa (seharusnya) mendapatkan pertanggungjawaban3 dari si 

pemberi Tanggung Jawab sesuai dengan apa yang menjadi tuntutannya terkhusus 

dalam dunia perasuransian di Indonesia”. Tanggung Jawab akan mendatangkan 

keadilan yang memiliki arti, adalah “sama berat; tidak berat sebelah; tidak 

memihak: keputusan hakim itu berpihak kepada yang benar; berpegang pada 

kebenaran; sepatutnya; tidak sewenang-wenang”.4 Hakekat Tanggung Jawab 

menurut Levinas adalah:5 

“Tanggung Jawab sebagai fakta terberi eksistensial, tanggung jawab non 

normatif, tanggung jawab bagi orang lain, tanggung jawab substitusional, 

tanggung jawab sebagai struktur hakiki dari subjektivitas, tanggung jawab 

sebagai dasar bagi eksistensi, tanggung jawab memanusiakan saya, dan 

tanggung jawab membuat saya unik dari orang lain”. 

Teori Keadilan Bermartabat dijelaskan bahwa;6 

“upaya untuk mewujudkan keadilan tidak hanya dilaksanakan dengan 

menegakkan norma hukum, tetapi juga perlu menegakkan norma sosial-

kemasyarakatan salah satunya berupa norma etika”.  

Etika, adalah “ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang 

hak dan kewajiban moral (akhlak)”.7 Penulis melihat bahwa unsur Etika sudah 

melekat di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang 

Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) mengatakan, 

bahwa:8 

 
3 PEN. Maksudnya adalah manusia tidak bisa terlepas dari tanggung jawab selama masih hidup. 
4 https://kbbi.web.id/keadilan diakses pada tanggal 28 November 2023 pukul 22.06 WIB. 
5 Kosmas Sobon, “Jurnal Filsafat”, ISSN: 0853-1870 (p); 2528-6811(e), Vol. 28, No. 1 (2018), p. 

47-73, doi: 10.22146/jf.31281 
6 Fradhana Putra Disantara, “Perspektif Keadilan Bermartabat dalam Paradoks Etika dan Hukum”. 

Jurnal Litigasi, Vol. 22 (2) Oktober, 2021, hal. 4 
7 https://kbbi.web.id/etika di akses pada tanggal 28 Januari 2023 pukul 12.54 WIB. 
8 Konsideran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian 

https://kbbi.web.id/keadilan
https://kbbi.web.id/etika
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 “Industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan 

kompetitif akan meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis, 

tertanggung, atau peserta, dan berperan mendorong pembangunan nasional”.  

Pengaturan terbaru terkait Perasuransian semakin diselaraskan di dalam Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor 

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) (selanjutnya 

disebut Undang-Undang PPSK). Undang-Undang PPSK menyebutkan beberapa 

hal yang menjadi dasar pertimbangan dalam pembuatan undang-undang ini, 

sebagai berikut:9 

a. bahwa, “untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, 

dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 

negara perlu mewujudkan pembangunan nasional yang didukung dengan 

perekonomian yang tangguh melalui pengembangan dan penguatan 

sektor keuangan yang lebih optimal.” 

b. bahwa, “untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan 

penguatan sektor keuangan di Indonesia yang sejalan dengan 

perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan 

beragam; perekonomian nasional dan internasional yang bergerak cepat, 

kompetitif, dan terintegrasi; sistem keuangan yang makin maju; serta 

untuk memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap 

lembaga jasa keuangan, diperlukan pengaturan baru dan penyesuaian 

berbagai peraturan di sektor keuangan.” 

c. bahwa, “upaya pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di 

sektor keuangan, dapat dilakukan perubahan undang-undang di sektor 

keuangan dengan menggunakan metode omnibus guna menyelaraskan 

berbagai pengaturan yang terdapat dalam berbagai undang-undang ke 

dalam 1 (satu) undang-undang secara komprehensif.” 

Pengertian Perusahaan Asuransi menurut pasal 1 angka 16 Undang-Undang 

PPSK, adalah “perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa”. Pasal 

52 UU ini mengatakan pengertian Asuransi, adalah: 10 

“perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, 

 
9 Konsideran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor 

Keuangan 
10 Pasal 52 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor 

Keuangan 
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yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi 

sebagai imbalan untuk”: 

a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis 

karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, 

atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita 

tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang 

tidak pasti; atau, 

b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya 

tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya 

tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau 

didasarkan pada hasil pengelolaan dana.  

         Berangkat pada sebuah kasus yang dialami seorang Juliati Simanullang 

dalam hal kepesertaan atau nasabah dari salah satu perusahaan asuransi jiwa yang 

terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu PT Prudential Life 

Assurance dengan surat pengajuan asuransi jiwa atau di singkat dengan SPAJ 

nomor 114924098 pada tanggal 26 Juli 2016 dan melalui proses pemeriksaan 

kesehatan, maka pengajuan asuransi disetujui oleh pihak perusahaan asuransi jiwa 

dengan nomor polis 11690073, sehingga terbitlah polis pada tanggal 25 Agustus 

2016 dan selanjutnya tanggal 25 setiap bulannya adalah menjadi kewajiban 

pembayaran premi sebagai nasabah aktif dari perusahaan asuransi jiwa. Produk 

polis asuransi jiwa yang dibeli mengandung produk jaminan biaya kesehatan 

sesuai dengan ketentuan polis asuransi jiwa sistem Cashless (langsung bisa 

digunakan) di rumah sakit sesuai daftar rumah sakit rekanan perusahaan asuransi.  

 

Gambar 1.a “Salah Satu Rekanan Rumah Sakit PT Prudential Life Assurance” 

(sumber: https://bit.ly/PMN-RSRekanan) 

https://bit.ly/PMN-RSRekanan
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Gambar 1.b “Kartu Kepesertaan Asuransi Jiwa atasnama Juliati Simanullang” 

(sumber: Juliati Simanullang / PT Prudential Life Assurance) 

 

Pada tanggal 09 Oktober 2021 Juliati Simanullang mengalami keluhan nyeri 

dada yang khas tidak seperti biasanya dan mengalami sesak lalu berobat ke 

Rumah Sakit Colombia Asia Medan guna mendapatkan perawatan. Pada tanggal 

12 Oktober 2021 dokter yang menangani Juliati Simanullang adalah: Prof, dr. 

Abdullah Afif Siregar, Sp. A(K), Sp.JP(K) bersama dr. Andre Pasha Ketaren, 

Sp.JP(K), FIHA, akhirnya memberikan diagnosa “Ventricular Septal Defect” 

yang artinya, adalah “kelainan jantung yang ditandai dengan adanya celah atau 

lubang di antara kedua bilik jantung”.11  

 
11 Meva Nareza, alodokter, 9 Juni, 2020, https://www.alodokter.com/defek-septum-ventrikel 

diakses pada tanggal 29 November 2023 pukul 13.34 WIB. 

https://www.alodokter.com/defek-septum-ventrikel
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Gambar 1.c “Resume Medis Juliati Simanullang” 

(sumber: RS Colombia Asia Medan) 
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         Pada tanggal 12 Oktober 2021, perusahaan asuransi jiwa mengkonfirmasi 

kepada pihak Rumah Sakit Colombia Asia Medan bahwa “terkait biaya jaminan 

perobatan Juliati Simanullang adalah ditolak (tidak dapat dijamin) oleh 

penanggung” dengan alasan “adanya klausula perjanjian Pengecualian Polis 

Asuransi” pasal 7 ayat (15) pada buku polis asuransi jiwa yang berbunyi: 

“Asuransi Tambahan PRUprime healthcare plus tidak berlaku untuk 

setiap hal di bawah ini”: 

   “Perawatan dan/atau pengobatan yang timbul sehubungan dengan atau 

yang diakibatkan oleh kelainan bawaan, cacat lahir, kelainan/ 

keterlambatan perkembangan atau penyakit keturunan (hereditary disease) 

baik yang diketahui ataupun tidak diketahui Tertanggung sebelum 

pengajuan klaim”. 

 

Pengecualian berawal dari kata kecuali artinya, adalah “tidak termasuk, yang 

selain dari; yang lain daripada, sesuatu yang diistimewakan”.12 Penulis memaknai 

bahwa Pengecualian Polis, adalah “yang tidak termasuk dalam polis asuransi”.  

Klausula, adalah “ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian, yang salah satu 

pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi; yg memperluas atau membatasi”.13 

Penulis berpendapat bahwa Pengecualian Polis, merupakan “klausula baku” 

artinya, adalah “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah 

dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha 

yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan 

wajib dipenuhi oleh konsumen”.14 Juliati Simanullang akhirnya membayar biaya 

perobatan rumah sakit sesuai tagihan. 

 
12 https://kbbi.web.id/pengecualian diakses pada tanggal 29 Januari 2024 pukul 14.31 WIB. 
13 https://kbbi.co.id/arti-kata/klausul diakses pada tanggal 29 Januari 2024 pukul 15.30 WIB. 
14 Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

https://kbbi.co.id/arti-kata/klausul
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Gambar 1.e “Tagihan Biaya Pengobatan Rumah Sakit Juliati Simanullang” 

(sumber: RS Colombia Asia Medan) 

 

 

Gambar 1.f “Pembayaran Tagihan Biaya Pengobatan Rumah Sakit Juliati Simanullang” 

(sumber: Bill Payment Kartu Kredit Ucandi Simanjuntak) 
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Juliati Simanullang mengajukan permohonan pembatalan klausula 

perjanjian pengecualian polis atas “penolakan klaim” kepada perusahaan 

asuransi jiwa alhasil permohonan tersebut “disetujui” oleh perusahaan asuransi 

jiwa pada tanggal 14 Juli 2022 yang artinya, “pihak perusahaan asuransi jiwa PT 

Prudential Life Assurance meniadakan (tidak memberlakukan/gugur) pasal 7 

ayat (15) pada polis asuransi jiwa Juliati Simanullang menjadi pertanggungan 

standar”. dan biaya perawatan di Rumah Sakit Colombia Asia Medan tanggal 12 

Oktober 2021 dibayarkan penuh dengan cara reimburse. 

 

Gambar 1.g “Jawaban atas permohonan pembatalan klausula perjanjian pengecualian polis” 

(sumber: PT Prudential Life Assurance) 
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 Juliati Simanullang akhirnya memutuskan untuk berangkat ke RS 

Gleneagles Hospital, Penang pada tanggal 21 Juli 2022 guna melakukan 

pengobatan lanjutan dimana sebelumnya sudah mendapatkan rujukan dari Rumah 

Sakit Adventist Hospital, Penang pertanggal 13 Juli 2022 terkait dokter yang patut 

(berkompeten) menangani kasus yang dialami yaitu, “dokter yang bernama Dr. 

Hafiz Steven Law Bin Abdullah”. 

 

Gambar 1.h “Pengantar Medis Ke Dr. Hafiz Steven Law Bin Abdullah” 

(sumber: Adventist Hospital) 
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Perusahaan asuransi jiwa menanggung semua biaya tagihan rumah sakit Juliati 

Simanullang (sesuai tagihan).  

 

Gambar 1.i “Bukti Klaim Biaya Tagihan Rumah Sakit Juliati Simanullang” 

(sumber: Internasional Assitance) 
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 Penulis tertarik untuk menelitinya dan memberi judul “Tanggung Jawab 

Non Litigasi Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Penyelesaian Sengketa atas 

Klausula Perjanjian Pengecualian Polis dalam Perspektif Keadilan 

Bermartabat”. Penulis meyakini sepenuhnya bahwa setiap manusia memiliki hak 

yang sama yang tertuang dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 di katakan, bahwa 

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Penulis 

mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, mulai dari penolakan hingga proses 

permohonan pembatalan klausula perjanjian pengecualian polis dan proses akhir 

penyelesaian sengketa ini, akhirnya Juliati Simanullang bisa menjalani operasi 

hingga ke luar negeri ditangani oleh dokter yang terkenal dengan pertolongan 

jaminan biaya pengobatan dari perusahaan asuransi jiwa. Semoga Tuhan selalu 

memberi kesehatan kepada Juliati Simanullang yang merupakan isteri tercinta 

penulis yang sudah dikarunia 2 orang anak. 

   

Gambar 1.j “Foto Dokumentasi Pasca Operasi Juliati Simanullang” 

(sumber: Juliati Simanullang) 
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1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian tesis ini penulis menemukan apa yang menjadi rumusan masalah, 

yaitu: 

1. Bagaimana Implementasi Penyelesaian Sengketa Non Litigasi dalam 

Penyelesaian Masalah untuk Mencari Keadilan Bermartabat bagi 

Nasabah? 

2. Bagaimana Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap 

Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Perspektif Keadilan Bermartabat? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang diinginkan oleh penulis dengan harapan adalah agar 

mampu 

1. Menganalisis Implementasi Penyelesaian Sengketa Non Litigasi dalam 

Penyelesaian Masalah untuk Mencari Keadilan Bermartabat bagi 

Nasabah 

2. Menganalisis Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap 

Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Perspektif Keadilan Bermartabat 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penulis menginginkan agar melalui penelitian ini dapat menambah 

pengetahuan terkhusus dalam kemahiran dunia perasuransian secara normatif 

sesuai peraturan perundang-undangan yang belaku. 



14  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penulis menginginkan agar melalui penelitian ini menjadi masukan bagi 

para pelaku usaha perasuransian di Indonesia dalam memberikan klausula 

perjanjian polis asuransi jiwa yang taat pada asas hukum dan mengutamakan 

kepentingan nasabah di atas segalanya dan menempatkan keadilan bermartabat 

dalam segala klausula yang ada. Penulis berharap juga bisa memberikan masukan 

kepada pengambil keputusan dan perubahan peraturan perundang-undangan jika 

nantinya diperlukan. 

  

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulis mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) Penulisan Tugas 

Akhir Tesis yang di berikan oleh pihak Universitas Pelita Harapan Kampus 

Jakarta guna persamaan ataupun keseragaman di kalangan Mahasiswa, sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari; 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, terdiri dari; 

2.1 Tinjauan Teori 



15  

2.1.1 Ketentuan Umum dan Khusus Polis Asuransi Jiwa serta Legal 

Standing PT Prudential Life Assurance 

2.1.2 Perjanjian Polis Asuransi Jiwa 

2.1.3 Teori Keadilan Bermartabat 

2.2 Tinjauan Konseptual 

2.2.1 Pengaturan Klausula Perjanjian Pengecualian Polis Asuransi Jiwa 

BAB III METODE PENELITIAN, terdiri dari; 

2.1 Jenis Penelitian 

2.2 Jenis Data 

2.3 Cara Perolehan Data 

2.4 Jenis Pendekatan 

2.5 Analisis Data 

2.6 Jadwal Penelitian 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA, terdiri dari ; 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Keabsahan suatu Perjanjian Polis Asuransi Jiwa 

4.1.2 Kedudukan para Pihak dalam sebuah Perjanjian Polis Asuransi 

Jiwa 

4.1.3 Hak dan Kewajiban para Pihak dalam sebuah Perjanjian Polis 

Asuransi Jiwa 

4.1.4 Keabsahan suatu Penyelesaian Sengketa dalam Menyelesaikan 

Permasalahan diantara para Pihak 

4.2 Analisis 

4.2.1 Implementasi Penyelesaian Sengketa Non Litigasi dalam 
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Penyelesaian Masalah  

4.2.2 Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Penyelesaian 

Sengketa Non Litigasi Perspektif Keadilan Bermartabat 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


